SALINAN

BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/201/KEP/01.08/2025

TENTANG

PENETAPAN PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA
DALAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perbaikan tata kelola
pemerintahan yang baik dan berkualitas, sehingga dapat
melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional
sebagaimana tertuang dalam Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025, maka perlu dibangun Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Magelang;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Perangkat
Daerah dan Unit Kerja dalam Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Magelang Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Penetapan Perangkat Daerah dan Unit Kerja dalam
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
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Menetapkan
KESATU

KEDUA
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3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi
Birokrasi Nomor S5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 444);

MEMUTUSKAN:

Perangkat Daerah dan Unit Kerja dalam Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Magelang Tahun 2025, sebagai berikut:

a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

c. Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan; dan

d. Rumas Sakit Umum Daerah Merah Putih.

Perangkat Daerah dan Unit Kerja dalam Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU bertugas:

a. membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas yang terdiri dari
unsur sekretariat dalam unit kerja di lingkungan Perangkat
Daerah;

b. melaksanakan pemenuhan komponen pengungkit dan
komponen hasil sebagaimana tertuang dalam Lembar Kerja
Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi;

c. berkoordinasi dengan Tim Penilai Internal dan Tim Reformasi
Birokrasi Tingkat Kabupaten Magelang untuk mempercepat
proses pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas
Korupsi; dan

d. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada
Bupati.

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.
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KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 23 Mei 2025

Salinan sesuai dengan aslinya BUPATI MAGELANG,

Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DISDUKCAPIL, ttd

GRENGSENG PAMUJI

IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 196812281994031006
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